
BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut : 

1) Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sudah diatur dalam beberapa

peraturan perundang-undangan yaitu dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang

Nomor. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Pasal 69 Undang-

UndangNomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang- Undang Nomor 41

Tahun 1999. Tentang kehutanan dan beberapa peraturan di daerah-daerah

sering terjadi kebakaran hutan dan lahan. Namun penegakan dilapangan masih

sangat lemah lantaran Pemerintah belum mengeluarkan suatu kebijakan atau

regulasi khusus yang mengatur dampak dari pembakaran hutan dan lahan.

2) Penegakan hukum inilah yang jadi pangkal masalah sehingga pembalak liar

dan para backing yang merupakan penegakan hukum itu sendiri, cukong dan

bahkan kepala daerah tetap melenggang bebas walaupun sudah jelas terbukti

melakukan suatu pengrusakan hutan dengan memberi izin yang menyalahi

aturan  kelestarian hutan. Ketegasan Pemerintah dalam mengambil suatu

kebijakan haruslah memikirkan kelestarian hutan. Pemerintah dan para

penegak hukum juga harus memberikan hukuman yang seberat-beratnya
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kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan, termasuk pelaku pembalakan liar 

dan oknum yang berada dibalik para pelaku pembalakan liar itu. Pemerintah 

juga harus menindak tegas orang-orang yang telah melakukan pencurian 

sumber daya hutan serta para pelaku perusakan hutan. Hukum tak pandang 

bulu, walaupun seorang pejabat daerah yang melakukan perbuatan pidana 

tersebut harus tetap dihukum seberat-beratnya. 

 

5.2. Saran 

Merujuk pada kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis 

mengajukan saran berupa: 

1) Penegakan hukum dilapangan harus lebih diperkuat, pemerintah harusnya 

menerbitkan undang-undang khusus mengenai tindak pidana pembakaran 

hutan dan lahan sehingga dapat menjadi upaya preventif maupun represif 

dalam penanggulangan masalah kebakaran hutan dan lahan. Dikarenakan 

peraturan yang ada dirasa kurang efektif dalam menanggulangi masalah 

pembakaran hutan dan lahan. 

2) Pemerintah sebaiknya meratifikasi perjanjian ASEAN mengenai Polusi Asap 

Antar Negara, konvensi yang ditandatangani pada tahun 2002 

menindaklanjuti kebakaran hutan tahun 1997-1998. Perjanjian ini 

membutuhkan kerjasama multinasional untuk melawan kebakaran di Provinsi 

Riau. Meratifikasi perjanjian itu akan menjadi sinyal awal komitmen politis 

terhadap permasalahan yang ada, namun pemerintah kemudian harus 
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melanjutkannya dengan implementasi dan inisiatif ‘good governance’, seperti 

menerapkan larangan pembakaran lahan dengan ketat. Tanpa penerapan ini, 

hukum tak akana dagunanya. Indonesia tak akan lagi dapat mengabaikan 

aktifitas criminal dengan kepentingan kuat. Sebagai contoh, Indonesia perlu 

untuk menindaklanjuti dalam melakukan suatu penuntutan terhadap korporasi 

domestik maupun korporasi milik asing yang terlibat dalam pembakaran 

hutan di Provinsi Riau. Perusahaan yang terbukti bertanggungjawab atas 

pembakaran ilegal, tak peduli dimana mereka berada, akan kehilangan ijin 

usahanya dan petugas-petugasnya di penjara. Saat kebakaran berkurang 

musim dinginini, Indonesia seharusnya menyelidiki kemungkinan yang 

ditawarkan oleh pasarkarbon yang muncul ini yang dapat memberikan 

pemasukan bagi Negara dengan melindungi hutan dari pengembangan. 

Inovasi strategis lain dari sertifikasi agricultural dan kayu yang komprehensif 

hingga sponsor oleh pihak swasta untuk konservasi hutan seharusnya juga 

tidak dilupakan. 
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